BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN

Menimbang

Mengingat

KELURAHAN DI KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

bahwa Desa dan Kelurahan memiliki kewenangan
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat dan berperan mewujudkan tujuan nasional,;

bahwa guna mewujudkan peran serta masyarakat dalam
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat diperlukan wadah dalam bentuk Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;

bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang
mengamanatkan ketentuan lebih lanjut mengenai
pengaturan dan penetapan Lembaga Kemasyarakatan
Desa, Lembaga Adat Desa, dan Lembaga Kelurahan
diatur dengan Peraturan Bupati, maka Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan di
Kabupaten Purbalingga perlu dicabut;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan
Kelurahan di Kabupaten Purbalingga;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan
BUPATI PURBALINGGA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DESA DAN KELURAHAN DI KABUPATEN PURBALINGGA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Purbalingga (Lembaran
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.



Pasal 2
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 26 Agustus 2024

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 27 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

HERNI SULASTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA
TENGAH: (9-248/2024)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN
KELURAHAN DI KABUPATEN PURBALINGGA

I. UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan di Kabupaten
Purbalingga sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan
Desa dan Lembaga Adat Desa, sehingga perlu dicabut.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017
tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan
Kelurahan di Kabupaten Purbalingga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 138



